
 

 

PROVINSI SULAWESI BARAT 
KABUPATEN PASANGKAYU 

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU 
NOMOR 22 TAHUN 2023 

TENTANG 

ANALISIS STANDAR BELANJA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PASANGKAYU, 
 
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Analisis Standar Belanja; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Pasangkayu di 
Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4071); 

  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023  
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6865); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang 
Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi 
Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 246, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5589); 

 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah; 

 
MEMUTUSKAN: 

 

SALINAN 



 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU TENTANG ANALISIS 
STANDAR BELANJA. 

 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Pasangkayu. 
3. Bupati adalah Bupati Pasangkayu. 
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama 
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan 
peraturan daerah. 

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah 
Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna 
Anggaran/Pengguna Barang. 

6. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB 
adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang 
digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. 

7. Standar Belanja adalah besaran belanja yang ditetapkan 
berdasarkan Aktivitas ASB, Komponen Aktivitas, Rincian 
Komponen, Volume dan Unit kegiatan masing-masing 
Perangkat Daerah. 

Pasal 2  
Penyusunan ASB dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan 
dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, 
transparan, adil, dapat dipertanggungjawabkan melalui 
standarisasi pengukuran belanja kegiatan yang berdasarkan 
penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh 
PD. 

Pasal 3  
Penerapan ASB bertujuan untuk: 
a. menjadi salah satu dasar dalam penyusunan perencanaan 

dan penganggaran yang berdasarkan pada tolok ukur 
kinerja; 

b. menentukan kewajaran belanja dalam melaksanakan suatu 
kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya; 

c. meminimalisir terjadinya pengeluaran kurang jelas yang 
menyebabkan inefisiensi anggaran; dan 

d. meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan 
keuangan daerah. 

Pasal 4  
(1) ASB merupakan harga komponen kegiatan melalui analisis 

yang distandarkan dan disusun dengan elemen penyusun 
antara lain: 
a. SSH; 
b. SBU; dan/atau 
c. HSPK. 

(2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a. ASB fisik; dan 
b. ASB non-fisik. 

(3) Rincian ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum 
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 



 

(4) ASB yang tercantum dalam Lampiran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) meliputi harga dengan menggunakan 
Pajak. 

Pasal 5  
Apabila dalam pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 terdapat harga barang/jasa di pasar lebih tinggi dari 
standardisasi harga yang telah ditetapkan dalam peraturan 
Bupati ini, maka harga disesuaikan dengan harga pasar dengan 
melampirkan data yang dapat dipertanggung jawabkan. 
 

Pasal 6  
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati 
Pasangkayu Nomor 54 Tahun 2018 tentang Analisis Standar 
Biaya (Tambahan Berita Daerah Nomor 41 Tahun 2018), dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 7  

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.1  

Ditetapkan di Pasangkayu 

pada tanggal 1 Desember 2023 

BUPATI PASANGKAYU, 

            Ttd. 

YAUMIL AMBO DJIWA 

 

Diundangkan di Pasangkayu  
pada tanggal 1 Desember 2023 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU,  

   Ttd. 

MUH. ZAIN MACHMOED 

BERITA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2023 NOMOR 22 
 

 


